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Masalah penyediaan perumahan dan penertiban permukiman merupakan salah satu masal ah serius yang kini
sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Masal ah tersebut timbul akibat angka pertumbuhan
penduduk di Kota Tangerang yang cukup tinggi. Dalam Proyek Inovasi Mang emen Perkotaan tentang
Restrukturisasi dan Revitalisasi Pelayanan |Jmum Kota Tangerang Tahun 2002 tercatat pertumbuhan
penduduk Kota Tangerang sebesar 4,86% pertahun. Hal ini disebabkan baik karena kelahiran maupun
karena banyak pendatang baru yang berasal dari luar Kota Tangerang.

Pentingnya masalah perumahan terutama untuk penyediaan rumah-rumah yang murah dan layak huni
dengan fasilitas pendukung yang memadai menjadi perhatian serius Pemerintah K ota Tangerang. Perhatian
Pemerintah Kota Tangerang terhadap masalah perumahan setidaknya dapat dilihat dari Rencana Strategis
Pemerintah Kota Tangerang yang memasukkan masalah perumahan menjadi salah satu core business.
Untuk mengatur dan menjamin tersedianya perumahan yang layak beserta fasilitas pendukungnya, telah
dibentuk suatu Dinas Perumahan dan Perrnukiman (Disperkim) yang mempunyai tugas pokok

mel aksanakan kewenangan di bidang perumahan, permukiman, teknik penyehatan dan pemakaman.

Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model aransemen
kelembagaan (Institutional arrangement) apa rgja yang digunakan dalam memberikan pelayanan di bidang
perumahan dan permukiman di Kota Tangerang. Selain itu penelitian ini jugaingin mengetahui lebih jauh
altematif model-model aransemen kelembagaan dalam kegiatan pelayanan perumahan dan permukiman
yang dapat dikembangkan.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis banyak menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh E.S.
Savas dalam buku Privatization and Public Private Partnership (2000). Menurut Savas (2000:66),
penggunaan model-model aransemen kelembagaan dapat dipahami dengan memperhatikan hubungan dan
interaksi antara tiga el emen panting yang mempengaruhi penyediaan layanan publik, yaitu: pelanggan
(customer), produser (producer) dan penyedia (provider/arranger). Lebih jauh Savas menjelaskan 10 model
yang sering ditemui dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: government service,
intergovernmental agreements, government vending, contracts, franchise, grants, free market, voluntary
service, self-service, dan vouchers. Tujuh model aransemen yang disebut terakhir dapat dikategorikan
kedalam bentuk-bentuk privatisasi dimana peran pemerintah semakin berkurang sementara peran swasta dan
masyarakat semakin besar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kwalitatif agar peneliti dapat mengetahui lebih jauh
tentang bagaimana model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) yang dilakukan oleh
Dinas Perumahan dan Permukiman. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan mengunakan
teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat enam model aransemen
kelembagaan yang digunakan dalam pelayanan bidang perumahan dan permukiman, yaitu: government
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service, franchise, contract, voluntary service, free market dan aransemen kombinasi. Dari kelima
aransemen tersebut, model aransemen kontrak dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur dan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknik penyehatan. Sedangkan model aransemen free market juga
dapat dikembangkan untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Model institutional
arrangement pelayanan bidang perumahan dan permukiman yang dapat dikategorikan kedalam bentuk-
bentuk privatisasi, menjadi sesuatu yang panting untuk dilaksanakan agar tujuan pelayanan yang cepat, tepat
dan murah dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan pemerintah tentang desentralisas
dan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur sendiri bentuk dan model-
model layanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



